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Adapun pembayaran tanah pengganti
tanah kas desa Girisekar ini mencapai
3,3 miliar rupiah untuk 17 bidang tanah.
Besaran harga tanah yang diberikan
mengacu pada peraturan yang berlaku
dengan tahapan/ proses pengadaan

tanah, yaitu sosialisasi, penawaran,
survei lokasi, negoisasi dan
kesepakatan.
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sehingga anggaran yang dibutuhkan
lebih ringan.

Selama ini keberdaan JJLS sangat
diharapkan oleh warga masyarakat.
Jalan penghubung antara wilayah
Bantul, Gunungkidul dan Wonogiri
tersebut diyakni akan berdampak
terhadap perekonomian masyarakat.

“Masyarakat menunggu JJLS selesai
dibangun. Warga sangat mendukung
JJLS,” ungkapnya. (has)
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Gunawan berharap, Pembangunan JILS
bisa segera direalisasikan dengan tujuan
agar keberadaannya bisa memberikan
dampak yang positif bagi warga sekitar,
khususnya yang berada di wilayah
Panggang.

“Sampai saat ini masih banyak
masyarakat yang bertanya-tanya
kapan pembangunan, apalagi proses
pembayaran tanah sudah selesai

dilakukan,” ujarnya.

Salah seorang warga Dusun Kadisobo,
Girimulyo, Maryoto mengakui sudah
membongkar rumah terdampak JILS
sejak dua bulan yang lalu. Pengosongan
dilakukan karena tidak memiliki hak atas
tanah tersebut.

“Kan sudah dibeli pemerintah. Jadi

saua bonakar kemudian dinasana di

23.35
gunungkidulpost.com

XL LTE

Kepala Desa Girimulyo Sunu Raharjo
mengatakan, di wilayahnya terdapat 159
bidang yang terkena dampak
pembangunan JILS. Dari jumlah
tersebut terdiri dari ladang, perkarangan
hingga bangunan rumah milik warga.

“Semua sudah beres karena ganti rugi
lahan sudah dilakukan,” katanya,

Selasa (31/10/2017).

Dia mengatakan, upaya pembebasan
lahan berlangsung lancar dan tidak ada
kendala. Setelah pembayaran ganti rugi,
warga pun dengan suka rela
membongkar rumah-rumah yang
terkena dampak untuk pembangunan
JILS.

“Untuk rumah yang dibongkar itu ac
sekitar 30 unit. Sekarang ini, para

nomilild ian tolah nindah ko Inknci
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